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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Pembinaan 

Penyandang Cacat (Study kasus pada Dinas Sosial Jember). Jenis penelitian menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer 

dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 

menggunakan analisis data model interaktiv yang meliputi, Pengumpulan Data, Reduksi 

Data, Penyajian Data dan Conclusing Drawing/Verification. Setiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disabilitas yang memiliki hak 

untuk kehidupan yang layak. Oleh karena itu Dinas Sosial berperan sebagai salah satu 

perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas, 

salah satu tugas Dinas Sosial yaitu adalah termarjinalkannya para Penyandang Disabilitas. 

Faktanya kondisi fisik yang berbeda dengan manusia lainnya Penyandang Disabilitas sering 

mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Pemerintah Daerah memerlukan solusi 

permasalahan penyandang Disabilitas. Dinas Sosial memiliki Program Pembinaan  

Penyandang Cacat, kaum Disabilitas bisa diberdayakan dan di rehabilitasi melalui Program 

tersebut. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Pembinaan Penyandang 

Cacat. Dimana peneliti menguraikan Implementasi dan kendala dari program tersebut. 

didasarkan oleh hukum yang tepat dan kebijakan yang jelas. Untuk memberdayakan 

Disabilitas. Dalam implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat diharapkan dapat 

memecahkan segala permasalahan bagi kaum Disabilitas, memenuhi kebutuhannya dan 

mereka bisa hidup mandiri serta layak dalam bermasyarakat. 

 

Kata kunci: Implementasi,Program Pembinaan, Penyandang Cacat. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to describe the Implementation of Disabled Development Program 

(Case Study on Jember Social Service). This research uses qualitative research with 

descriptive approach. Data source is obtained from primary and secondary data. Data 

collection through observation, interview and documentation. The analysis uses interactiv 

model data analysis which includes, Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and 

Conclusing Drawing/ Verification. Every citizen has the right to work and a decent living for 



humanity. Disability that has the right to a decent life. Therefore, the Social Service serves as 

one of the regional tools that have the scope of duty to empower persons with disabilities, one 

of the duties of the Social Service is the marginalization of persons with disabilities. In fact 

the physical conditions are different from other humans. Disability often gets discriminatory 

treatment from the public. Local governments need solutions to the problems of persons with 

disabilities. The Social Service has a Disability Coaching Program, the Disabilities can be 

empowered and rehabilitated through the Program. This research is focused on 

Implementation of Disabled Development Program. Where the researchers describe the 

Implementation and constraints of the program. based on the right laws and clear policies. To 

empower Disability. In the implementation of Disabled Coaching Program is expected to 

solve all problems for the Disability, meet their needs and they can live independently and 

decent in the community. 

 

Keywords: Implementation, Coaching Program, Disabled. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan 

manusia di dunia ini sama namun manusia 

itu sendirilah yang membedakan diantara 

sesama manusia baik berwujud sikap, 

perilaku maupun perlakuannya, sudah 

seharusnya manusia meyakini 

kesempurnaan Tuhan, termasuk meyakini 

kesempurnaan ciptaan-Nya yang secara 

kasat mata berwujud sesuatu yang “tidak 

sempurna”. Wujud ketidaksempurnaan 

semu ini banyak terlihat di sekitar 

kehidupan manusia. Kecacatan pada 

dasarnya berkaitan dengan tidak 

berfungsinya salah satu bagian fisik bagian 

dari fisik dan psikis sama sekali tidak ada 

kaitannya dengan mampu atau tidak 

mampunya seseorang secara keseluruhan. 

Jadi orang yang tidak memiliki bagian dari 

alat tubuh atau rusaknya fungsi alat tubuh 

sesungguhnya tidak ada hubungannya 

dengan kemampuan seseorang 

Jember merupakan salah satu 

kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang 

terus berbenah diri untuk menuju 

kemakmuran dan kesejahteraan yang layak 

bagi masyarakatnya. Namun setiap proses 

pembangunan tetap akan diikuti oleh 

berbagai masalah sebagai dampak dari 

pembangunan itu sendiri. Salah satunya 

adalah termarjinalkannya para Penyandang 

Disabilitas. Dalam kondisi fisik yang 

berbeda dengan manusia lainnya para 

Penyandang Disabilitas sering mendapat 

perlakuan yang diskriminatif dari 

masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh 

stigma yang berkembang di masyarakat 

bahwa Penyandang Disabilitas tidak 

mempunyai potensi atau daya guna untuk 

menikmati dan ikut berperan dalam proses 

pembangunan. 

Di kabupaten Jember berdasarkan 

data BPS tahun 2010, jumlah penyandang 

difabel di Kabupaten  Jember sebanyak 

27.447 dari 1.945.597 jiwa dengan 

kualifikasi kesulitan melihat 

(5.570),kesulitan berjalan atau naik tangga 

(6.236), kesulitan mengingat atau 

berkonsentrasi (5.789), kesulitan mengurus 

diri sendiri (5.037) dan kesulitan 

mendengar (4.815).Jumlah ini setara 

dengan 1,41% dari keseluruhan penduduk 

di Kabupaten Jember yang tersebar di 31 

kecamatan(http://sp2010.bps.go.id). 

Sebagai kaum minoritas, para 

Penyandang Disabilitas juga ingin 

menikmati dan berperan serta dalam 

proses pembangunan termasuk 

membangun dirinya sendiri. 

Namun,karena tidak adanya akses untuk 

mengembangkan potensi dan daya guna, 

akhirnya. 

Didalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas memiliki 

beberapa tujuan diantaranya untuk 

mewujudkan penghormatan, pemajuan, 

http://sp2010.bps.go.id/


pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia serta kebebasan dasar 

penyandang disabilitas secara penuh dan 

setara dan juga bertujuan untuk 

melindungi penyandang disabilitas dari 

penelantaran dan eksploitasi, pelecehan 

dan segala tindakan diskriminatif, serta 

pelanggaran Hak Asasi Manusia dan masih 

banyak lagi tujuan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak disabilitas lainnya. 

Beberapa hak penyandang 

disabilitas yang tercantum dalam peraturan 

daerah antara lain hak hidup, hak bebas 

dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan 

perlindungan hukum, hak pendidikan, hak 

pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, 

hak kesehatan, hak politik, hak 

keagamaan, hak keolahragaan, hak 

kebudayaan dan pariwisata, hak  

kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak 

pelayanan publik, hak perlindungan dari 

bencana, hak Rehabilitasi dan rehabilitasi, 

hak konsesi, hak pendataan, hak hidup 

secara mandiri dan dilibatkan dalam 

masyrakat, hak berekspresi, berkomunikasi 

dan memperoleh informasi, hak berpindah 

tempat dan kewarganegaraan, dan hak 

bebas dari tindakan diskriminasi 

penelantaran, penyiksaan, dan exsploitasi. 

Selain beberapa hak penyandang 

disabilitas sebagaimana yang tercantum 

diatas terdapat beberapa hak penyandang 

disabilitas khusus perempuan dan anak 

yang tercantum di dalam pasal 5 ayat (2) 

dan (3). 

Secara subtansi, pasal demi pasal 

dalam raperda itu seharusnya memuat tiga 

agenda utama: Pertama, membantu dalam 

pengembangan dan evaluasi program 

penyedian layanan dan kebijakan bagi 

kaum difabel. Kedua, memantau fungsi 

misalnya dalam pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas yang tercantum 

dalam perda tersebut. Ketiga, menilai 

pemerataan kesempatan misalnya melihat 

fakta peluang kerja bagi penyandang 

disabilitas. 

Faktanya, masih banyak 

penyandang disabilitas di Jember yang 

status sosialnya masih memprihatinkan, 

banyak dari mereka masih dikucilkan 

bahkan ditelantarkan.Mereka belum benar-

benar mendapatkan tempat yang layak 

untuk bermasyarakat. Ini membuktikan 

bahwa keluarnya Perda Nomor 8 Tahun 

2016 ini belum maksimal dalam hal 

implementasinya. Diharapkan adanya 

sosialisasi yang lebih kepada tempat 

layanan publik mengenai hadirnya 

peraturan daerah tentang penyandang 

disabilitas ini, agar lebih memperhatikan 

kebutuhan penyandang disabilitas dan 

mengupayakan memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Untuk itu diperlukan suatu 

intervensi dari pihak-pihak untuk 

memberdayakan Penyandang Disabilitas 

agar dapat ikut serta dan menikmati 

pembangunan dan mendapatkan hak-

haknya . Berdasarkan latar belakang di 

atas adanya organisasi atau instansi 

pemerintahan atau swasta yang menangani 

penyandang cacat secara terorganisir 

 

1.2 Rumusan Masalah  
Berkenan dengan permasalahan di 

atas, rumusan masalah yang dapat ditarik 

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Program 

Pembinaan Penyandang Cacat di 

Dinas Sosial Jember? 

2. Apa Kendala Program Pembinaan 

Penyandang Cacat di Dinas Sosial 

Jember ? 

3. Bagaimana Program Pembinaan 

Penyandang Cacat di Dinas Sosial 

Jember? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Implementasi Program Pembinaan 

Penyandang Cacat di Dinas Sosial 

Jember. 

2. Kendala Program Pembinaan 

Penyandang Cacat di Dinas Sosial 

Jember. 

3. Bagaimana Program Pembinaan 

Penyandang Cacat di Dinas Sosial 

Jember. 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis Secara Umum 

Bagi Penelitian ini bermanfaat 

untuk memberikan informasi yang positif 

bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember 

tentang hak-hak Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Jember. . 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah dan memperluas ilmu 

pengetahuan tentang dukungan sosial 

pada penyandang disabilitas Di 

Kabupaten Jember. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian Deskriptif 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2006) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu secara holistik (utuh).  

Dalam penelitian ini  dilaksanakan 

di Dinas Sosial Jember yang berlokasi di 

Jl. PB. Sudirman no.38, Jemberlor, 

Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 

68118. kami memilih lokasi tersebut 

karena selain mencari pengalaman dengan 

magang, kami juga bermaksud 

memperoleh data tentang tentang 

”Implementasi Program Pembinaan 

Penyandang Cacat” (Study Kasus Pada 

Dinas Sosial Jember) . lokasi itu adalah 

lokasi yang sangat pas untuk penelitian 

kami. 

Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode 

obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data teori Miles dan Huberman 

(2007:20) dengan melalui tiga tahapan 

yaitu: 

1.Reduksidata 

2.Displaydata 

3.Pengambilankesimpulandan verifikasi 

BAB IV PEMBAHASAN 

Kabupaten Jember secara 

astronomis terletak pada posisi 6º27'29"s/d 

7º14'35" Bujur Timur dan 7º59'6" s/d 

8º33'56" Lintang Selatan dengan luas 

wilayah seluas 3.293,34 Km2. dan 

memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan 

pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. 

Kabupaten Jember memiliki 

karakter topografi dataran ngarai yang 

subur pada bagian Tengah dan Selatan 

serta dikelilingi oleh pegunungan yang 

memanjang pada batas Barat dan Timur. 

Di wilayah Barat Daya memiliki dataran 

dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas 

permukaan laut, sedangkan di wilayah 

Timur Laut yang berbatasan dengan 

Kabupaten Bondowoso dan wilayah 

Tenggara yang berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuwangi memiliki 

ketinggian di atas 1.000 meter di atas 

permukaan air laut. 

Kecamatan, antara lain : kecamatan 

Arjasa, Sumbersari, Jelbuk, Sukowono, 

Kalisat, Pakusari, Ledokombo dan 

Sumberjambe. Di bagian utara wilayah 

Kabupaten Jember pada umumnya 

masyarakat memanfaatkan smber mata air 

yang ada untuk kepentingan pemenuhan 

kebutuhan air bersih karena belum 

tersentuh oleh jaringan pipa PDAM.  

Secara administrasi Kabupaten Jember 

terbagi menjadi 31 Kecamatan, 22 

Kelurahan dan 246 Desa. 

 

Dinas Sosial Kabupaten Jember 

merupakan salah satu institusi 

penyelenggara kesejahteraan sosial yang 

telah diamanatkan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial Pasal 1 ayat (2) disebutkan : 

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial 

adalah upaya yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial 



A. ImplementasiProgram Pembinaan 

Penyandang Cacat 

1. Pendataan 

Pendataan ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui jumlah 

penyandang cacat beserta kondisinya 

untuk mempermudah koordinasi dalam 

upaya-upaya pemberdayaan penyandang 

cacat. Kegiatan ini merupakan tahapan 

mencari data dan fakta tentang 

penyandang cacat yang ada di Jember. 

Dalam metode bimbingan sosial 

masyarakat istilah ini dikenal dengan 

Tahap Penyelidikan. Dimana Pada tahap 

ini pekerja sosial dan partisipan yang 

berminat menyelidiki masalah yang 

diusulkan dan mengkomunikasikannya 

dengan baik agar apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran bisa berjalan dengan 

maksimal. dengan mengumpulkan data 

dan fakta yang ada dalam masyarakat 

dengan selengkap-lengkapnya. 

2. Pembinaan Mental 

Pembenaan mental diberikan kepada 

seluruh penyandang Disabilitas yang akan 

diberikan pelatihan. Membinaan tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan motivasi 

kepada penyandang Disabilitas. Motivasi 

dalam hal ini adalah pemberian dorongan 

kepada para penyandang Disabilitas 

seperti membuang rasa tidak percaya diri 

pada diri mereka. Seperti contohnya rasa 

rendah diri pesimis,putus asa dan sikap 

negatif lainnya. Motivasi diberikan 

kepada penyandang cacat 

3. Pelatihan Keterampilan 

Pihak dari Dinas Sosial akan 

melakukan proses perencanaan sebagai 

langkah untuk menyusun rencana dan 

tindakan apa yang akan dilakukan untuk 

memberdayakan (memberikan pelatihan) 

penyandang cacat. Pada tahap ini semua 

permasalahan, aspek-aspek yang terkait, 

data dan fakta, serta pendapat dari 

berbagai pihak dipelajari dengan cermat. 

Data dan fakta yang telah didapat akan 

dipelajari untuk menyusun rencana 

tersebut.  

Perpenca akan mengklasifikasikan 

penyandang cacat sebelum diberdayakan 

atau diberi pelatihan. 

 

B.  Kendala Program Pembinaan 

Penyandang Cacat Kabupaten 

Jember 

Setiap program yang dilaksanakan 

oleh pemerintah maupun oleh pihak 

swasta pasti memiliki kendala yang tidak 

segera diatasi bisa menganggu kesuksesan 

dari pelaksanaan program tersebut. 

Demikian pula dengan program 

pembinaan terhadap penyandang cacat 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga 

memiliki kendala 

1. Minimnya Dana dan SDM 

Masalah yang dihadapi oleh Dinas 

Sosial dalam melakukan pemberdayaan 

adalah terbatasnya jumlah penyandang 

cacat yang bisa mengikuti pembinaan 

2. Data Jumlah Penyandang Disabilitas 

yang tidak akurat 

Jumlah penyandang cacat 

merupakan kendala yang belum 

diselesaikan. Karena menurut ketua 

Parpenca tidak ada data yang jelas terkait 

dengan jumlah penyandang Disabilitas 

yang ada di Kabupaten Jember. tahun 2014 

tercatat Sebanyak 3.930 orang cacat atau 

difabel di Kabupaten Jember tercatat 

sebagai pemilih untuk pemilu legislatif. 

Dari 3.930 pemilih difabel itu, sebanyak 

750 orang adalah penyandang tuna netra 

dan sebanyak 2.000 orang penyandang 

tuna daksa. Selain itu, ada 500 orang 

penyandang tuna grahita, 400 orang tuna 

wicara dan sebanyak 280 orang tuna 

rungu. Mereka tersebar di 31 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan 

menurut data statistik Jember, jumlah 

penyandang disabilitas di tahun 2008 

mencapai angka 5,473 jiwa, 2009 

sebanyak 5,468 jiwa dan pada tahun 2010 

tercatat sebanyak 5,184 jiwa. 

 

 

 



B. Kendala Pada Penyandang 

Cacat/Disabilitas di Kabupaten 

Jember 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa informan yang juga kaum 

Difabel terkait masalah yang dihadapi, 

disabilitas juga dihadapkan masalah-

masalah yang membuat mereka berada 

pada kondisi lemah (tidak 

berdaya).masalah tersebut merupakan 

masalah internal dan eksternal. Masalah 

internal merupakan masalah yang 

menyangkut pada diri pribadi kaum 

Disabilitas. Sedangkan masalah eksternal 

adalah masalah yang berkaitan dengan 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Masalah tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Kendala dari dalam Diri 

Penyandang Cacat/Disabilitas  

 Derajat Kecacatan Penyandang 

Cacat/Disabilitas   

 Derajad Kecacatan berdasarkan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia No. 205/Men/1999 Pasal 1 ayat 

3 merupakan tingkat berat ringannya 

keadaan cacat yang disandang seseorang. 

Derajad kecacatan yang dialami 

penyandang disabilitas merupakan kendala 

bagi penyandang disabilitas untuk 

memenuhi haknya dalam rangka 

pemberdayaan.  

 Kondisi tersebut disampaikan oleh 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember, 

dimana penyandang disabilitas berat tidak 

dapat ikut dalam program pemberdayaan 

yang diselenggarakan pemerintah daerah 

karena terkendala alat transportasi yang 

dipergunakan oleh mereka. Pihak 

pemerintah tidak mempunyai dana dan alat 

transportasi untuk menjemput dan 

mengantar mereka. Mereka juga tidak 

dapat mengandalkan pihak keluarga untuk 

antar jemput.  

 Hal inilah yang menyebabkan tidak 

semua penyandang disabilitas dapat 

diikutkan dalam program pemberdayaan. 

Derajat kecacatan ini menyebabkan 

keterbatasan fisik penyandang disabilitas 

dalam mengikuti program pemberdayaan. 

Terutama bagi penyandang disabilitas 

berat yang tidak mungkin lagi dilakukan 

program pemberdayaan.  

 Pendidikan Rendah  

 Banyak dari penyandang disabilitas 

yang berpendidikan rendah bahkan tidak 

sekolah. 

 Kemiskinan   

 merupakan kendala yang berasal 

dari dalam diri penyandang disabilitas 

untuk mendapatkan pemenuhan hak atas 

pemberdayaan. Menurut subyek penelitian 

keadaan miskin ini telah menyebabkan 

penyandang disabilitas sulit untuk 

diberdayakan dan diajak maju serta 

berkembang 

 

 

C. Program Pembinaan Sebagai 

Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Penyandang 

Disabilitas 

Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Jember dianggap sebagai 

kelompok orang-orang yang memiliki 

kekurangan, baik dalam fisik, sensorik, 

ataupun mental. International 

Classification of Functioning, Health and 

Disabilities (ICF) mendeskripsikan 

disabilitas sebagai sebuah konsep yang 

mencakup dua komponen besar, yaitu:  

1. struktur dan fungsi tubuh seseorang.  

2. keterbatasan dalam aktivitas 

keseharian dan pembatasan partisipasi 

(WHO, 2001, hlm.  

3. Masyarakat menganggap kekurangan it 

itu membuat penyandang disabilitas 

tidak mampu berkarya seperti 

masyarakat pada umumnya sehingga 

mereka sulit mendapatkan pekerjaan. 

Sebenarnya sudah banyak peraturan-

peraturan, baik dalam bentuk Undang-

Undang maupun Peraturan Daerah, 

yang dibuat untuk melindungi dan 

menyetarakan penyandang disabilitas 

dengan masyarakat umum lainnya.  

Bentuk pembinaan yang dilakukan 

berupa kegiatan pelatihan keterampilan 

yang diadakan setiap tahunnya dengan 



bekerjasama dengan Lembaga dan 

Komunitas penyandang disabilitas. 

Adanya kebijakan ini tentunya wajib 

diimplementasikan oleh pihak-pihak yang 

tercantumkan dalam kebijakan tersebut. 

Apalagi pemerintah daerah yang memang 

memiliki tanggung jawab untuk 

memberdayakan masyarakatnya yang 

berada dalam lingkar kemiskinan, 

termasuk penyandang disabilitas.  

 

D. Implementasi Perda Nomor 7 

Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Dan Pemenuhan   

Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

Di Kota Jember 

Secara subtansi, pasal demi pasal 

dalam raperda itu seharusnya memuat tiga 

agenda utama: Pertama, membantu dalam 

pengembangan dan evaluasi program 

penyedian layanan dan kebijakan bagi 

kaum difabel. Kedua, memantau fungsi 

misalnya dalam pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas yang tercantum 

dalam perda tersebut.  

Ketiga, menilai pemerataan 

kesempatan misalnya melihat fakta 

peluang kerja bagi penyandang 

disabilitas.Faktanya, masih banyak 

penyandang disabilitas di Jember yang 

status sosialnya masih memprihatinkan, 

banyak dari mereka masih dikucilkan 

bahkan ditelantarkan. Mereka belum 

benar-benar mendapatkan tempat yang 

layak untuk bermasyarakat. Ini 

membuktikan bahwa keluarnya Perda 

Nomor 8 Tahun 2016 ini belum maksimal 

dalam hal implementasinya.  

Diharapkan adanya sosialisasi yang 

lebih kepada tempat layanan publik 

mengenai hadirnya peraturan daerah 

tentang penyandang disabilitas ini, agar 

lebih memperhatikan kebutuhan 

penyandang disabilitas dan mengupayakan 

memenuhi kebutuhan mereka. 

 

E. Hasil Pemberdayaan 

Dinas Sosial Sebagai memberikan 

pelayanan-pelayanan kepada penyandang 

cacat yang bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan penyandang cacat. Menurut 

para informan, banyak manfaat setelah 

diberdayakan oleh Dinas Sosial. 

Diantaranya: 

 Mengurangi rasa minder 

Tidak semua penyandang cacat 

bisa mudah menerima keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki. Bagi yang bisa 

menerima, kecacatan tidak menghalangi 

dia untuk berkarya dan bersosialisasi 

dengan masyarakat. Namun bagi yang 

tidak bisa menerima kecacatan tersebut, 

hal itu menjadi aib yang membuat dia 

malu. Perpenca dalam hal ini sebagai 

lembaga yang semua anggotanya terdiri 

dari penyandang cacat dari segala jenis 

kecacatan menyadarkan bahwa masih 

banyak orang-orang yang cacat seperti 

dirinya.  

 Mempererat kekeluargaan 

Dengan adanya Program-program 

dari Dinas Sosial untuk penyandang 

Disabilitas, semua penyandang cacat 

dengan segala kecacatan dapat 

terorganisir. Dengan begitu semua anggota 

yang masuk didalamnya, dimana mereka 

semua memiliki perasaan yang senasib dan 

seperjuangan bisa merasakan ikatan batin 

yang erat layaknya keluarga. 

 Menambah wawasan  

Di dalam kegiatan ini   bisa 

menjadi wadah untuk bertukar pikiran, 

diskusi dan tempat untuk berorganisasi. 

Banyak hal yang sebelumnya tidak 

diketahui oleh para penyandang cacat bisa 

mereka dapatkan di Perpenca ini. Dan ini 

merupakan nilai lebih yang bisa mereka 

dapatkan. Hal ini dirasakan oleh Arif 

Yulianto bahwa dirinya mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan yang lebih 

setelah mendapat Pelatihan dan 

Pengetahuan dari Dinas Sosial. 

 Memperbanyak teman 

Dengan Bergabung dengan 

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial, mereka bisa bertemu dengan 

teman-teman yang senasib, dimana 

mungkin di masyarakat umum mereka 

merasa termarjinalkan. 

 



 Memperoleh pekerjaan  

Pemberian pelatihan-pelatihan terhadap 

penyandang cacat dapat meningkatkan 

keterampilan, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan, meningkatkan 

taraf hidup, meningkatkan derajat 

kesehatan dan kesejahteraan 

 

BAB V PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diproleh, 

dapat disimpulkan bahwa di dalam 

implementasi Program Pembinaan 

Penyandang Cacat belum berjalan secara 

Optimal, terdapat 3 unsur dalam 

implementasi tersebut yaitu 

Pendataan,Pembinaan Mental dan 

Pelatihan Keterampilan. Dinas Sosial 

belum memiliki data yang tepat mengenai 

jumlah penyandang Disabilitas yang 

berada di Kabupaten Jember. petugas 

kesulitan melakukan pendataan 

dikarenakan kaum Difabel tidak 

diperbolehkan di data dan disembunyikan 

dari muka Umum 

 Terdapat dua faktor umum yang 

menjadi kendala pembinaan penyandang 

cacat. Faktor pertama merupakan faktor 

dari dalam diri penyandang disabilitas 

meliputi derajad kecacatan, pendidikan, 

dan kemiskinan, sementara dari luar diri 

penyandang cacat meliputi keluarga, 

diskriminasi masyarakat, keterbatasan 

anggaran masyarakat, keterbatasan 

anggaran pemerintah, dan bentuk-bentuk 

bantuan. 

 

B.Saran 

1. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas 

Sosial sebaiknya beragam tidak hanya  

pelatihan itu saja yaitu 

komputer,service HP,elektro,tata 

rias,bordir,tata boga  dan sablon 

melainkan bisa memfasilitasi segala 

potensi yang dimiliki kaum 

Disabilitas. Agar potensi yang ada 

pada diri setiap Disabilitas bisa 

disalurkan dan tidak terpacu oleh 4 

pelatihan itu saja. 

2. Dinas Sosial seharusnya lebih teliti 

dalam melalukan kerjasama saat 

proses pendataan agar bisa 

mengetahui jumlah penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Jember. Agar 

data yang akan yang digunakan dalam 

memberikan pelatihan lebih akurat. 

Selain itu sering melakukan 

Sosialisasi tentang keberadaan 

penyandang Disabilitas agar tidak 

dipandang sebagai aib keluarga dan 

masyarakat hingga tak ada lagi 

keluarga yang menyembunyikan 

keluarganya yang mengalami 

kecacatan. 

3. Dinas Sosial sebaiknya bekerja sama 

dengan Dinas Tenaga Kerja agar 

paska pelatihan mereka bisa dengan 

mudah mengakses informasi 

mengenai pekerjaan sesuai dengan 

keterampilan yang mereka miliki. 
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